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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam
pengelolaan pembangunan,yaitu dengan tidak dibuatnya
lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai
pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pemberian kewenangan
yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan
pengaturan untuk lebih  mengharmoniskan dan
menyelaraskan  pembangunan  baik  pembangunan
nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan
antar daerah;

bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki,
Kabupaten Bangli memerlukan perencanaan
pembangunan jangka menengah untuk menentukan arah
dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan
secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera mandiri menuju masyarakat adil dan makmur
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Tahun 1945;

bahwa sesuai Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
Bupati dilantik;



Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun
2011-2015;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tlngakt I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indpnesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan.Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nonor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2010-2015;

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomo 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
BANGLI TAHUN 2011-2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli

2. Bupati adalah Bupati Bangli

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015 yang selanjutnya
disebut dengan RPJMD Kabupaten Bangli adalah
dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 5 ( Lima ) tahun terhitung sejak tahun 2011
sampai dengan tahun 2015

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Bangli merupakan penjabaran dari Visi,
Misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman
pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi
Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Kewilayahan disertai dengan
rencana- rencana keija dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Pasal 3

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangli berdasarkan hasil
Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang)
Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4
(1) Pembangunan Daerah tahun 2011-2015 dilaksanakan
sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangli.

(2) RPJMD Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah



(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat
Daerah melakukan pengendalian sesuai dengan tugas
dan kewenangannya

Pasal 6
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan
evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelumnya
(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangli menyusun evaluasi Rencana
Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi Bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah untuk periode berikutnya.
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal, 23 Desember 2010

BUPATI BANGLI,
ttd
IMADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal, 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,
ttd

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2010 NOMOR 35
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